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Mengingat : 1. Und
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n¢ 1 N 19538 tentang Pemb:.
gwané;a‘ra dh mgkaF I Sumatera Barat, Jambj dan gRiau (Iexr:l;;)l;{ran gaerah
Re-pu ;I(Indonema Tahun 1958 D omoer 112, Tambahan Le N
epublik Indonesia Nomor 1645); , - R el

2 Unda.ng—Undang Nemor 23

Tahun 2002 tentang Perlj
; : e erlindun
(Lembaran Negara Republik In onesia Tatun 3004 %umur 109 %mmmhg
Lembaran NMeppun Republik Indenesia Nom or A2ABY, b )

3. Undang-Undang Nomesr 20 Tahvn 2003 tentang Sistemn Pendidikan Naslonal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Inconesia Nomor 430 1);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah di ubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Per . bahan Kedua
alas Undamg-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenlang Pem« 1lah Daerah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor +, Tambahan
Lembaran Negara Republik Inc'onesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 T: hun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah  Pusalt dan Pemerintah Daersh (Tembaren Negara
Republik Indovesia Tahun 20)4 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoncsia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang I'embentukan Kabupaten
Kepulauan Meran:i di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 200 Nonior 13, TambLahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomecr 4968);

7. Peraturan. Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga
Kependidikan {Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3484)- %

8. Peraturan Pemerintah Nomcr 39 Tahun 1992 tentang Peranserta
Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3485);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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10. Peraturan Menteri Fendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2006 tentang
Bantuan untuk Lembage Pendidikan Yang Diselenggarakan oleh
Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;

11.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

12.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang
Standar Pendidikan Anal Usia Dini;

13. Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor KPTS - 821.2/VI1/2009 /005

tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.b Dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Desa Gemalasari Noiaor : 124/PEM/GS/2015 Tanggal 19
Januari 2015, tentang Rekomendesi Izin Operasional PAUD Kelompok
Bermain Hasyifa.

2. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kecamatan Rangsang Nomor : 421. I/UPTD-DIKBUD/QOIS/OQ() Tanggal 16
Maret 2015, tentang Rekomendasj Izin Operasional PAUD Kelompok
Bermain Hasyifa.

3. Surat Camat Rangsang Nomor : 421.l/KESRA/KEC-RSG/"V’z’2015/184
Tanggal 1 April 2015, teatang Rekomendasi Izin Operac nal PAUD
Kelompok Bermain Hasyifa.

4. Akta Notaris Nomor 96 Tanggal 24 September 2014, tentang Pendiriau,
PAUD Kelompok Bermain Hasyifa.

MEMUTUSKAN
Menetapkan : IZIN GPERASIONAL PAT/D KB HASYIFA
Kesatu : Memberikan Izin Operasional kepada PAUD KB Hasyifa yang berlokasi di JI.
Poros Desa Gemalasaii Kecamatan Rangsang.
Kedua : Kepada SUSILAWATI Sebagai  Pengelola PAUD KB tersebut agar

melaksanakan :

a. Proses Belajar mengajar yang sesuai dengan fungsinya yang telah
dite :apkan;

b. Kurlkulum Pendidikar. Anak Usia Dini yang telah ditcte.xpkan pada Lembaga
tersebut dan pengemrbangan Kurikulum yang diselaraskan dengan
perkembangan Psikologi dan emosic .}al anak-anal_c;

Ketiga : Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam _jangka waktu satu tahun

Yayasan Penyelenggara Pendidikan secara nyzta tidak melaksanakan hal-hal

sebagai mana tersebut diatas; .

Keempat : Kepugtusan ini mulai berlaku sejak d tetapkan dan berakhir pada tanggal 31

Desember 2015 dan apabila dikemucian hari ternyata terdapgt kekeliruan

dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Selatpanjang
Pada tanggal 7 Januari 2015

Kepaia Ding$ Perididikan dan Kebudayaan
5’3&}3.}5&ten~1(epulauan Meranti
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'WMBUSAN Disampaikan Kepada Yth :
Bupati Kepulauan Meranti di Selatpanjang. '
Kepala BAPEDA Kepulauan Meranti di Selatpanjang
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pglcanbaru
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